BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik

simpulan sebagai berikut:

1)

2)

Diharapkan Pelaksanaan penyelesaian sengketa di BPSK yang diutamakan
dalam proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah kekeluargaan.
Sehingga dapat memberikan hasil kesepakatan yang menguntungkan kedua
belah pihak, agar tercapainya win-win solution.

Kendala di BPSK Kota Padang hampir tidak ada, karena Hukum acara di
BPSK jika penggugat tidak hadir dua kali berturut-turut maka gugatannya
gugur, namun apabila tergugat yang tidak hadir dua kali berturut-turut maka
gugatan yang dilakukan oleh penggugat dikabulkan, karena di BPSK tanpa
hadirnya salah satu pihak akan tetap diputuskan dengan memenuhi tata cara
yang telah ditentukan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No0.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Namun ada beberapa
kendala yang sering terjadi yaitu ; Gugatan harus individu, karena di BPSK
gugatan secara Class Action tidak di perbolehkan, sehingga bisa terjadi
gugatan dan kasus yang sama dengan perdaftaraan gugatan yang berbeda,

sealain itu,terkadang untuk menghadirkan tergugat sulit, yang paling sering
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3)
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dan sulit menghadirkannya adalah masalah leasing dan satu lagi perumahan,
karna mereka ingin melanjutkan kepengadila , serta kendala yang terakhir
adalah Pemanggilan, apabila untuk melakukan pemanggilan alamat yang
diberikan penggugat tidak jelas, sehingga kita kesulitan untuk memberikan
surat panggilan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua
jalur, yaitu jalur pengadilan dan non pengadilan ke BPSK sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan
dengan tiga alternatif, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase berdasarkan
pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Putusan BPSK dapat
berupa: Perdamaian, gugatan ditolak dan atau gugatan dikabulkan.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi di BPSK sidang
pertama yaitu mediasi , dalam proses mediasi jika tercapai kesepakatan antara
kedua belah pihak, maka kasus berhenti sampai disitu, pihak BPSK tetap
membuatkan putusannya , dimana putusannya bersifat mediasi dengan
melampirkan hasil mediasi tersebut, serta menyertakan akta perdamaian.
Namun apabila sidang pertama itu tidak tercapai kesepakatan, dilanjut sidang
kedua, konsoliasi, apabila kesepakatannya juga belum tercapai, maka lanjut

dengan cara pemilihan penyelesaian sengketa.
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B. Saran
Berdasarkan simpulan diatas, maka yang dapat diberikan oleh penulis

sebagai berikut :

1) Diharapkan agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai
sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan masalah sengketa
antara pelaku usaha dan konsumen, lebih memberikan jaminan terhadap
putusan agar hak hak dari kedua belah pihak terpenuhi.

2) Diharapkan BPSK ini mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang
peranan BPSK dalam hal pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen.

3) Terhadap hasil putusan di BPSK memiliki kepastian hukum untuk

dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.
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